
 

 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI 
PROVINSI RIAU 

 

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

NOMOR  76 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 TAHUN ANGGARAN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor  xxx Tahun 2022 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang 

Penjabaran  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana 

tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 
900/BPKAD/xx pada tanggal xx xxxx 2022, maka dipandang 

perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Kepulauan Meranti tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 
 

Mengingat : 1. Undang-Udang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor  5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  43355); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

7. Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2009 tentang   
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 13 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968); 
 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan 



Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 
Nomor 3); 
 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor  xx  
tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 
2022 Nomor  xx ); 
 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 
2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 
Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  Menteri  Dalam  

Negeri Nomor 131.14-361  Tahun 2021  tentang Perubahan 
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 
Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah 
Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi 

Riau; 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 
 

Pasal 1 
 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 terdiri dari : 
1. pendapatan 

a. pendapatan asli daerah   Rp.   96.649.421.816,55 

b. pendapatan transfer dana perimbangan  Rp. 727.746.293.201,00 

c. pendapatan transfer pemerintah pusat  Rp. 106.653.320.000,00 

lainnya 

d. pendapatan transfer antar daerah   Rp.   78.248.594.592,13 

e. lain-lain pendapatan daerah yang Sah  Rp.    30.371.114.618,00 

jumlah pendapatan     Rp. 1.039.668.744.227,68 

2. belanja 
a. belanja operasi 

1) belanja pegawai      Rp. 356.608.329.199,96 

2) belanja barang dan jasa    Rp. 352.324.861.736,74 
3) belanja hibah      Rp.   13.613.990.000,00 
4) belanja bantuan sosial    Rp.      25.062.206.229,00 

b. belanja modal 
1) belanja modal tanah     Rp.           0,00 

2) belanja modal peralatan dan mesin  Rp.     34.261.196.029,00 
3) belanja modal gedung dan bangunan  Rp.   24.969.554.237,40 
4) belanja modal jalan,irigasi dan jaringan  Rp.   43.423.913.343,79 

5) belanja modal aset tetap lainnya   Rp.     2.518.476.624,00 
6) belanja modal aset lainnya    Rp.           0,00 

jumlah belanja modal    Rp. 105.173.140.234,19 
c. belanja tak terduga 

1) belanja tak terduga     Rp.    13.333.192.304,00 



d. belanja transfer 

2) belanja bagi hasil pajak daerah kepada  Rp.            0,00 
 

pemerintah kabupaten/kota dan desa   
3) belanja bantuan keuangan daerah provinsi Rp.  144.044.509.849,00 

atau kabupaten/kota kepada desa 

jumlah belanja transfer    Rp.      144.044.509.849,00 
jumlah belanja      Rp.   1.010.160.229.552,89 

surplus/defisit      Rp.     29.508.514.674,79 
3. pembiayaan 

a. penerimaan       Rp.       3.282.906.226,62 

b. pengeluaran      Rp.            0,00 
jumlah pembiayaan netto    Rp.           3.282.906.226,62 
sisa lebih pembiayaan anggaran   Rp.         32.791.420.901,41 

 
Pasal 2 

 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1  
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati Kepulauan Meranti ini; 
 

Pasal 3 
 

Penjabaran Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
Kepulauan Meranti ini;  

 

Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 

 
Ditetapkan di Selatpanjang 
pada tanggal 22 Agustus 202220 

April 2021 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 
 

          Tttd 
 

       MUHAMMAD ADIL 

 
 
 

Diundangkan di Selatpanjang 
pada tanggal 22 Agustus 2022 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 
 

     ttd 
 

BAMBANG SUPRIANTO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR  


